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PEMENUHAN PRINSIP PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN PADA PEMILTHAN UMUM
LEGISLATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2024

ABSTRAK
(Rahmat Habib, 2210112019, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Hukum Tata Negara, Pembimbing: Dr.
Khairul Fahmi, S.H., M.H. dan Fadli Ramadhanil S.H., M.H., 78 halaman, 2026)

pil merupakan salah satu bagian dari sistem pemilu yang sangat berpengaruh terhadap hasil pemilu karena
enjadi arena pertarungan bagi peserta pemilu untuk memperebutkan suara pemilih. Pada Pemilu 2024,
omposisi dapil yang digunakan masih sama dengan pemilu tahun 2019 yang lalu, yaitu dapil sebagaimana
g tercantum di dalam Lampiran I1I dan IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Putusan
Nomor 80/PUU-XX/2022 telah mengamanatkan untuk dikembalikanya kewenangan pendapilan kepada
U dan meminta agar komposisi dapil dihitung dan disusun ulang. Rumusan masalah yang dibahas pada
penelitian ini adalah; Pertama, bagaimana prinsip penyusunan dapil dipenuhi pada pemilu Legislatif Dewan
Perwakilan Rakyat tahun 2024? Kedua, bagaimana konsep penyusunan dapil untuk masa yang akan datang
untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana prinsip penyusunan dapil dipenuhi dalam susunan dapil yang dilampirkan dalam Undang-Undang
omor 7 Tahun 2017 dan pada PKPU Nomor 6 Tahun 2023 serta untuk mengetahui bagaimana konsep dan
idah pembentukan dapil yang ideal demi terwujudnya pemilu yang jujur dan adil di Indonesia. Metode
elitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang di perkuat dengan wawancara dan data
kunder dari BPS serta rekapitulasi hasil pemilu oleh KPU dan dielaborasikan dengan pendekatan Perundang-
dangan, studi kasus dan perbandingan. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa pada Pemilu
024 masih ditemukan berbagai masalah terkait pendapilan, Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 telah
engembalikan kewenangan pendapilan kepada KPU, namun dalam perkembangannya KPU hanya menyalin
pil pada Lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sehingga menimbulkan banyak permasalahan pada
ilu 2024. Untuk masa yang akan datang, perlu diatur lebih rinci mengenai ketentuan penyusunan dapil dan
galokasian kursi demi terwujudnya pemilu yang jujur adil dan berintegritas di Indonesia.
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FULFILLMENT OF PRINCIPLES IN THE FORMULATION OF ELECTORAL DISTRICTS
LEGISLATIVE ELECTIONS FOR THE HOUSE OF REPRESENTATIVES IN 2024

ABSTRACT
(Rahmat Habib, 2210112019, Faculty of Law, Andalas University, Constitutional Law, Supervisors: Dr.

Khairul Fahmi, S.H., M.H. and Fadli Rahmadanil S.H., M.H., 78 Page, 2026)

Electoral districts are an important part of the election system that greatly influence election results, as they
erve as the battleground for candidates to compete for voters' support. In the 2024 elections, the composition of
lectoral districts used will still be the same as in the 2019 elections, as listed in Annexes III and IV of Law No.
7 of 2017 concerning elections. The Constitutional Court Decision No. 80/PUU-XX/2022 mandated that th
authority over electoral districts be returned to the KPU and requested that the composition of the districts b
recalculated and reorganized. The problem formulation discussed in this study is: First, how are the principles
of electoral district formation being met in the 2024 Legislative elections for the House of Representatives?)
Second, what is the concept of electoral district (dapil) arrangement for the future to achieve honest and fain
lections in Indonesia? This study aims to find out how the principles of electoral district arrangement are
ulfilled in the districts listed in Law Number 7 of 2017 and in PKPU Number 6 of 2023, as well as to understand
he concept and rules for forming ideal electoral districts to ensure honest and fair elections in Indonesia. The
esearch method used is normative legal research, supported by interviews and secondary data from BPS, as|
ell as election result recaps by KPU, and elaborated using legislative, case study, and comparative approaches.
The research results and discussion show that in the 2024 elections, various problems related to electoral
istricts are still found. The Constitutional Court Decision No. 80/PUU-XX/2022 has returned the authority over]
lectoral districts to the KPU, but in practice, the KPU only copied the electoral districts from the Appendix off
aw No. 7 of 2017, which caused many problems in the 2024 elections. For the future, more detailed regulations|
egarding the drafting of electoral districts and seat allocation are needed to achieve elections that are honest,

air, and with integrity in Indonesia.
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